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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekonomi Pembangunan 

1. Pengertian Ekonomi Pembangunan 

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera 

adil dan merata.14 Sedangkan ekonomi pembangunan adalah suatu 

bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-

masalah ekonomi di negara-negara berkembang yang seterusnya di 

namakan negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu 

dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.15 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai rangkaian usaha dalam 

suatu perekonomian untuk pengembangan kegiatan ekonominya 

sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin 

banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi 

semakin meningkat.16 Ekonomi pembangunan dan pembangunan 

ekonomi merupakan kedua istilah yang berbeda, akan tetapi kaitannya 

sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.

                                                           
14 Gunawan Sumodiningrat. Pemberdayaan Sosial, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 

2007), hal: 18 
15 Sadono Sukirno. Ekonomi Pembagunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan, 

(Jakarta: Kencana: 2006), hal: 04 
16 Ibid. 
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Pembangunan ekonomi saat ini di fokuskan di daerah-daerah 

pedesaan atau perkotaan. Pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu 

proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber 

daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 

dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut.4 

2. Tujuan Ekonomi Pembangunan 

Tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk mengurangi 

kesenjangan yang terjadi diantara negara-negara di dunia dan di dalam 

negara itu sendiri.5 Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah 

menciptakan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi di 

ikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan 

pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, 

peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi 

lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan 

individual dan penyegaran kehidupan budaya.6 

Tujuan inti pembangunan:7 

                                                           
4 Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004), hal: 108 
5 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 

2006), hal: 03 
6 Lia Amalia. Ekonomi Pembangunan,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal: 01 
7 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 

2006), hal: 28-29 
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a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 

kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, 

kesehatan, dan perlindungan keamanan. 

b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan 

kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian 

atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak 

hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga 

menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang 

bersangkutan. 

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu 

serta bangsa. 

3. Masalah Pokok Ekonomi Pembangunan 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor 

akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.8 

b. Distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh ketidak merataan 

distribusi pendapatan. Lewat pemahaman yang mendalam akan 

masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar 

yang baik untuk menganalisis dasar pembangunan yang lebih ksusus 

                                                           
8 Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hal: 214 
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seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan 

perdesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya.9 

c. Kemiskinan 

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan 

dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan 

suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, 

yaitu pangan, papan, dan sandang.10 

 

B. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai taraf kehidupan 

kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tegana mental maupun 

fisiknya dalam kelompok tersebut.11 Kemiskinan adalah suatu kondisi 

yang tidak membuat nyaman, karena dalam suatu mansyarakat mereka 

sering merasa tersingkir dan minder. Secara luas kemiskinan merupakan 

keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah 

komunitas atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum 

                                                           
9 Ibid., hal: 224-225 
10 Ardianto Bhinadi. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal: 09 
11 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hal: 230 
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dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, 

hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan negara.12 

Definisi lain mengenai kemiskinan menurut BPS (1998) 

disebutkan, bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan 

serba kekurangan yang dialamai seseorang, sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.13 

2. Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga, 

yaitu:14 

a. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya 

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan 

distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya 

memiliki sumber daya alam dengan jumlah yang terbatas dan 

kualitasnya rendah. 

b. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya 

manusia. Sumberdaya yang rendah menyebabkan tingkat 

produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan 

rendahnya tingkat upahnya. Rendahnya kualitas sumberdaya 

manusian ini karena rendahnya pendidikan, atau karena keturunan. 

                                                           
12 Suwandi. Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteran Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi 

Papua, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hal: 80 
13 Muslim Kasim. Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia Dan Strategi 

Penanggulangannya, (Jakarta: Indomedia, 2006), hal: 58-59 
14 Wahyu Hidayat. Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan 

Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan di Jawa Timur, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2017), hal: 94 
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c. Ketiga, kemiskinan muncul karena terdapat perbedaan dalam akse 

modal. 

Sedangkan menurut Hadiwigeno dan Pakpahan (1993) dalam 

buku Kasim, menyatakan penyebab kemiskinan yaitu:15 

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

Lahan kurang subur, pendayagunaan lahan yang kurang, dan 

degradasi lahan. 

b. Teknologi dan unsur pendukungnya 

Aplikasi teknologi yang rendah, ketersediaan sara produksi 

terbatas, dan hama penyakit. 

c. Sumber daya manusia (SDM) 

Tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja 

yang rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, tradisi 

yang menghambat dan lapangan kerja terbatas. 

d. Sarana, prasarana dan kelembagaan 

Daerah terisolir, modal terbatas, irigasi terbatas, pemilik 

lahan sempit, bagi hasil yang tidak stabil, dan tingkat upah yang 

rendah. 

 

 

 

                                                           
15 Muslim Kasim. Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia Dan Strategi 

Penanggulangannya, (Jakarta: Indomedia, 2006), hal: 86-87 
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3. Klasifikasi Kemiskinan 

Terdapat 4 klasifikasi kemiskinan menurut Anwas, yaitu:16 

a. Kemiskinan Absolut 

Merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, 

sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan 

untuk bisa hidup dan bekerja. 

b. Kemiskinan Relatif 

Merupakan kemiskinan yang terkait dengan kesenjangan 

distribusi, dimana pendapatannya berada dalam posisi di atas garis 

kemiskinan, namun relatif rendah dibanding pendapatannya 

masyarakat sekitar. 

c. Kemiskinan Struktural 

Merupakan kondisi miskin yang disebabkan kebijakan 

pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh 

masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. 

d. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan yang terkait dengan faktor sikap individu atau 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, 

boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin. 

 

                                                           
16 Oos M. Anwas. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hal: 84 
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4. Strategi Dan Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan 

Dalam mengurangi angka kemiskinan diperlukan strategi-

strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya 

adalah: 

a. Pembangunan pertanian 

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek 

dari pembangungan pertanian yang telah memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama 

di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pedesaan 

dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya 

revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan 

irigasi.17 

Pengaruh sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia 

secara umum adalah:18 

1) Pembentukan produk dosmetik bruto (PBD) 

2) Salah satu sumber penghasilan devisa 

3) Penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri 

4) Salah satu sektor yang dapat mengentaskan kemiskinan 

5) Penyedia lapangan pekerjaan 

6) Salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat 

                                                           
17 Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hal: 242 
18 Mudrajad Kuncoro. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), hal: 289 
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7) Salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional 

b. Pembangunan sumber daya manusia 

Perbaiakan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial 

(pendidikan, kesehatan, gizi) merupakan alat kebijakan penting 

dalam strategi pemerintah secara kseluruhan untuk mengurangi 

kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk indonesia.19 

Pembangunan sumber daya manusia juga bisa dilakukan 

dengan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, konsep 

pemberdayaan yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian dalam 

proses pembangunan sebenarnya sangat ideal dalam upaya 

meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan perekonomian 

lokal masyarakat. Salah satu elemen penting dalam pemberdayaan 

adalah pelatihan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang 

memberdayakan jika proses itu membantu masyarakat 

mengembangkan ketrampilan sehingga mereka dapat 

menyelesaikan masalah dan dapat mengambil keputusan itu 

sendiri.20 

c. Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

LSM-LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam 

perancangan dan implementasi progam pengurangan kemiskinan. 

Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas 

                                                           
19 Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hal: 242 
20 Hempri Suyatna, dkk. Model Lerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan: 

Kasus Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Desa 

Poncosari Kabupaten Bantul, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal: 35-36 
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yang mereka bina. LSM-LSM ini untuk beberapa hal bisa 

menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif 

ketimbang progam-progam pemerintahan. Lebih dari itu, 

keterlibatan aktif dari LSM-LSM tersebut di dalam progam-progam 

pemerintah cenderung untuk meningkatkan “penerimaan” 

masyarakat pedesaan  terhadap progam-progam pemerintah dan 

oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Keterlibatan LSM-LSM juga dapat meringankan biaya 

finansial dan staff dalam pengimplentasian ptrogam padat karya 

untuk mengurangi kemiskinan. 

Bentuk dan macam-macam organisasi kemasyarakatan bisa 

dikelompokan ke dalam 4 kategori: 

1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

2) Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM) 

3) Organisasi-organisasi sosial lainnya, dan 

4) Organisai-organisasi semi pemerintahan21 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat 

dipilah dalam tiga kelompok, yaitu:22 

                                                           
21 Lincolin Arsyad. Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hal: 243-

244 
22 Gunawan Sumodiningrat. Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat, 

(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal: 47 
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a. Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsuh mengarah pada 

sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang 

mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. 

b. Kedua, kebijaksanaan yang langsung mengarah pada peningkatan 

kegiatan ekonomi kelompok sasaran. 

c. Ketiga, kebijakan khusus menjangkau masyarakat miskin dan 

daerah terpencil melalui upaya khusus. 

 

C. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

1. Pengertian BKM 

BKM merupakan singkatan dari badan keswadayaan 

masyarakat. BKM ini juga sering disebut dengan LKM yaitu lembaga 

keswadayaan masyarakat. Pada hakikatnya BKM/LKM itu adalah 

organisasi yang sama. BKM/LKM adalah kepemimpinan kolektif dari 

organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-anggotanya 

dipilih bedasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara 

penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.23 

Kolektifitas kepemimpinan dalam BKM itu sangat penting 

karena dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat 

menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana 

oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah, dan saling asih 

                                                           
23 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 03 
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antar anggota yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, 

tanggung gugat, dan transparasi. Kepemimpinan kolektif juga 

merupakan desinsentif bagi para pemimpin yang justru ingin 

mendapatkan kekuatan absolut di satu tangan yang pada gilirannya yang 

akan melahirkan tirani dan anarki yang mementingkan diri sendiri dan 

ketidakadilan.24 

Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi 

warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi penggerak dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

2. Peran dan Fungsi BKM 

Peran BKM/LKM sebagai roda penggerak Masyarakat, 

diantaranya sebagai berikut:25 

a. Networking (Jaringan) 

b. Coordinating (Pemantauan) 

c. Organizing (Organisasi) 

d. Decision Making (Pengambilan Keputusan) 

e. Agent of Change (Agen Perubahan) 

f. Monitoring (Pemantauan) 

Peran BKM/LKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan 

cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan 

keputusan dalam progam pemberdayaan masyarakat dalam 

                                                           
24 Ibid,. 
25 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 05 
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penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan di 

penuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar 

lingkungan bagi masyarakat miskin.26 

Fungsi utama BKM/LKM:27 

a. Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan 

dan prinsip-prinsip kemasyarakat. 

b. Tempat pengembangan aturan dan kode etik dalam urusan 

penanggulangan kemiskinan. 

c. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, 

akuntabel dan demokratis dalam nangkis. 

d. Mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat. 

e. Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan. 

f. Advokasi intergrasi kebutuhan dan progam masyarakat dengan 

kebijakan pemerintahan setempat. 

3. Tugas BKM 

Tugas-tugas BKM/LKM meliputi:28 

a. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan 

kemiskinan. 

                                                           
26 BKM Al-Amanah Kelayu Jorong. Bersama Menuju Kotaku, 

https://bkmkelayujorong.wordpress.com/. Diakses Hari Selasa, 25 September 2018, Pukul: 08.30 

WIB 
27 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 06 
28 PNPM Mandiri Modul Khusus Fasilitator Pelatihan Dasar 2: Membangun BKM/LKM, 

(Departemen Pekerjaan Umum Direktoran Jenderal Cipta Karya), hal: 07 

https://bkmkelayujorong.wordpress.com/
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b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana 

strategis, dan pronangkis. 

c. Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan 

keputusan-keputusan yang diambil. 

d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari 

tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemeliharaan dan monitoring evaluasi. 

e. Memonitor, memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun 

progam pemerintah lokal. 

f. Membangun transparasi dan akuntabilitas. 

g. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk 

melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan dan kegiatan UP 

termasuk penggunaan keuangan. 

h. Memfasilitasi usulan progam penanggulangan kemiskinan untuk di 

integrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan/desa, 

kecamatan dan pemkot/kabupaten. 

4. Unit-Unit Pengelola Tugas BKM 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas BKM, terdapat unit-unit 

pengelola yang ada hubungannya dengan rencana kerja BKM yang 

mengelola progam-progam yang diadakan BKM. Unit-unit pengelolaan 

ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat 

anggota BKM. Unit-unit pengelola BKM antara lain: 
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a. Unit Pengelola Keuangan (UPK) 

Unit pengelola keuangan adalah salah satu gugus tugas yang 

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai 

pengelolaan pinjaman dana bergulir dan administrasi keuangannya. 

UPK ini bertugas untuk mengelola bidang ekonomi. 

b. Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL) 

Unit pengelolaan lingkungan adalah salah satu gugus tugas 

yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola 

kegiatan dibidang pembangunan lingkungan perumahan dan 

pemukiman diwilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal 

penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan 

pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan 

pemukiman, tata kelola yang baik (good governance) di bidang 

pemukiman, dan lain-lain. 

c. Unit Pengelola Sosial (UPS) 

Unit pengelolaan sosial adalah salah satu gugus tugas yang 

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-

kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan 

tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, 

menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta 
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melembagakan nuansa pembelajaran melalui komunitas belajar 

kelurahan/desa.29 

5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Kelompok Swadaya Mayarakat (KSM) adalah kumpulan orang 

yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan 

adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan 

yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang 

ingin dicapai bersama.30 Posisi KSM adalah independen dalam artian 

bukan sebagai bawahan BKM/LKM dan Unit Pengelola (UP). 

Hubungan KSM dengan Unit Pengelola dan BKM/LKM adalah 

kemitraan. Jika BKM/LKM sebagai lembaga di tingkat kelurahan maka 

KSM adalah lembaga kecil  di level masyarakat diakar rumput.31 KSM 

mempunyai peranan dan fungsi sebagai berikut: 32 

a. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial 

b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah 

c. Sebagai wadah untuk menyalurkan apirasi 

d. Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan 

e. Sebagai wadah untuk menggalang pertumbuhan ekonomi 

 

                                                           
29 Nur Achla Chalia. Peran BKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Kemandirian Di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kbupaten Jepara. Skripsi UNNES 

2015., hal: 50-51 
30 PNPM Mandiri Perkotaan Petunjuk Teknis Penggembangan Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM), (Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya), hal: 02 
31 Ibid., hal: 05-06 
32 Ibid., hal: 09 
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D. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Peran Badan 

Keswadayaan Masyarakat ‘Mugi Lestari’ Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Di Desa Sumberjo Wetan” 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chalia menunjukkan 

hasil bahwa model penanggulangan yang di terapkan di desa Pecangaan 

Wetan yaitu melalui pengembangan skill dengan pemberian pelatiahan. 

Selain itu juga lewat Raskin, Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan 

Jamkesmas. Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tridaya 

yaitu bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun progam yang paling 

diunggulkan dan manfaatnya paling dirasakan oleh masyarakat miskin yaitu 

bidang ekonomi dengan modal pinjaman bergulir.33 Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah data dan sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data skunder sedangkan penelitian yang saya lakukan 

menggunakan 3P (Person, Place, Paper). Persamaan dalam fokus penelitian 

ini memfokuskan pada model penanggulangan kemiskinan dan peran BKM 

dalam menanggulangi kemiskinan. 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar menunjukan hasil 

bahwa fungsi BKM dalam penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan 

                                                           
33 Nur Achla Chalia. Peran BKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Kemandirian Di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kbupaten Jepara. Skripsi UNNES 

2015 
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melalui tahap identifikasi. Kelebihan pada tahapan identifikasi yang 

dilaksanakan oleh BKM di kelurahan Terondol, yakni diperolehnya data 

untuk perencanaan dengan cepat, karena BKM bersama masyarakat cukup 

dengan mengadakan pertemuan warga untuk mengusulkan permasalahan 

atau kebutuhan masyarakat, mendata masyarakat sebagai relawan, serta 

mendata potensi kelurahan yang digunakan untuk membantu progam 

penanggulangan kemiskinan. Kekurangan pada tahap identifikasi yang 

dilakukan BKM di desa Terondol yaitu kurang melibatnya masyarakat 

secara langsung yang akan diberdayakan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan.34 Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti 

peran BKM dalam pembangunan sosial. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tentang peran BKM dalam pembangunan. 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afriana menunjukkan 

hasil bahwa secara garis besar BKM Jaga Makmur desa Sriwulan 

mempunyai peran pokok dalam pelaksanaan pembangunan dan upaya BKM 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat 

mandiri adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari 

mengidentifikasikan masalah, skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, monitoring, evaluasi hasil sampai dengan pemanfaatan serta 

pemeliharaan hasil pembangunan.35 Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

                                                           
34 Ilham Akbar. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial. Jurnal IPB 
35 Diah Putriana Arifiani. Peran BKM Dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat 

Dibidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak. Skripsi UNNES 2009 
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data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder 

sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan 3P (Person, Place, 

Paper). Fokus penelitian dalam penelitian ini dilakukan di desa Sriwulan 

kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang memfokuskan pada peranan 

BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang 

pembangunan fisik dan upaya BKM meningkatkan keikutsertaan dan 

partisipasi masyarakat melalui P2KP. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti peran BKM dalam bidang pembangunan. 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ishak menunjukkan hasil 

bahwa model penanggulangan yang di terapkan di Kelurahan Pandang-

Pandang yaitu melalui pengembangan skill dengan pemberian pelatiahn. 

Selain itu juga lewat Raskin, Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan 

Jamkesmas. Peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tridaya 

yaitu bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun progam yang paling 

diunggulkan dan manfaatnya paling dirasakan oleh masyarakat miskin yaitu 

bidang ekonomi dengan modal pinjaman bergulir.36 Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah data dan sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data skunder sedangkan penelitian yang saya lakukan 

menggunakan 3P (Person, Place, Paper). Persamaan dalam fokus penelitian 

                                                           
36 Andi Evie Desiana Ishak. Peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian Di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa. Skripsi UIN Alauddin Makasar. 2018 
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ini memfokuskan pada model penanggulangan kemiskinan dan peran BKM 

dalam menanggulangi kemiskinan. 

Bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh Ariesta menunjukkan 

hasil bahwa BKM Amanah Jambangan sangat berpengaruh dalam 

kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi, adanya pelatihan-

pelatihan, pinjaman bergulir dan lain-lain dapat menambah penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. BKM Amanah Jambangan 

memberikan beragam ketrampilan yang hasilnya menjadikan masyarakat 

kelurahan Jambangan lebih kreatif dan inovatif. Sehingga secara tidak 

langsung dengan adanya ketrampilan tersebut dapat mensejahterakan 

kehidupan warga miskin di kelurahan Jambangan. Hambatan yang dihadapi 

BKM Amanah Jambangan dalam penanggulangan kemiskinan adalah 

keterbatasan kemampuan pegawai dan pengurus dalam pengelolaan 

manajemen keuangan sehingga menyebabkan mancetnya pinjaman 

bergulir. Upaya BKM Amanah Jambangan dalam penanggulangannya yaitu 

penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan tidak lepas dari peran pemerintah. 37 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah data dan sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data skunder sedangkan penelitian yang saya 

lakukan menggunakan 3P (Person, Place, Paper). Persamaan dalam 

penelitian ini adalah fokus penelitian yang difokuskan dalam 

pendeskripsian peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan. 

                                                           
37 Vrisca Ariestia. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. Jurnal UNESA  
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E. Kerangka Berfikir 
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